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ABSTRAK  

  

PEMENUHAN HAK ASASI NARAPIDANA AKIBAT OVERCROWDING DI 

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN  DI KOTA PALEMBANG  

  

LEONY AMELLIA VEGA  

Overcrowding atau kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 

Perempuan di Kota Palembang menjadi permasalahan serius yang berdampak pada 

pemenuhan hak asasi narapidana. Hak-hak dasar seperti akses terhadap layanan 

kesehatan, sanitasi yang layak, ruang hunian yang manusiawi, serta program 

pembinaan dan rehabilitasi sering kali terabaikan akibat jumlah penghuni yang 

melebihi kapasitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kondisi 

overcrowding mempengaruhi pemenuhan hak asasi narapidana perempuan serta 

mengevaluasi kebijakan dan langkah-langkah yang telah diterapkan oleh pemerintah 

dalam mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan 

petugas pemasyarakatan,serta melalui studi literatur terhadap regulasi dan kebijakan 

yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overcrowding di Lapas Perempuan 

Palembang mengakibatkan menurunnya kualitas layanan pemasyarakatan, 

meningkatnya risiko kesehatan, serta terbatasnya akses terhadap program rehabilitasi 

dan pembinaan. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan seperti 

program asimilasi dan integrasi, rehabilitasi bagi pengguna narkotika, serta 

peningkatan kapasitas lapas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, 

termasuk keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga.  

Oleh karena itu, diperlukan reformasi lebih lanjut dalam sistem pemidanaan, termasuk 

penerapan alternatif pemidanaan berbasis restorative justice, optimalisasi program 

rehabilitasi, serta peningkatan fasilitas dan tenaga pemasyarakatan. Dengan 

langkahlangkah ini, diharapkan hak-hak narapidana perempuan tetap dapat terpenuhi 

sesuai dengan standar hukum nasional dan internasional, meskipun menghadapi 

tantangan overcrowding.  

Kata Kunci: Overcrowding, hak asasi narapidana, Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan, pemasyarakatan.  
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ABSTRACT  

  

FULFILLMENT OF THE HUMAN RIGHTS OF PRISONERS DUE TO 

OVERCROWDING IN THE INSTITUTION WOMEN'S PRISON IN 

PALEMBANG CITY  

  

LEONY AMELLIA VEGA  

  

Overcrowding or overcapacity at the Women's Correctional Institution (Lapas) in 

Palembang City has become a serious issue that affects the fulfillment of prisoners' 

human rights. Basic rights such as access to healthcare services, adequate sanitation, 

humane living quarters, and rehabilitation and training programs are often neglected 

due to the number of inmates exceeding capacity. This research aims to analyze how 

overcrowding conditions affect the fulfillment of the human rights of female prisoners 

and to evaluate the policies and measures implemented by the government to address 

this issue. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, where data 

is collected through interviews with correctional officers, as well as through literature 

studies on applicable regulations and policies. The research results indicate that 

overcrowding in the Palembang Women's Correctional Facility leads to a decline in 

the quality of correctional services, an increased health risk, and limited access to 

rehabilitation and development programs. Although the government has implemented 

various policies such as assimilation and integration programs, rehabilitation for drug 

users, and the enhancement of prison capacity, their implementation still faces various 

obstacles, including limited resources and inter-agency coordination.Therefore, further 

reforms are needed in the penal system, including the implementation of restorative 

justice-based sentencing alternatives, optimization of rehabilitation programs, and 

improvement of facilities and correctional staff. With these measures, it is hoped that 

the rights of female prisoners can still be fulfilled in accordance with national and 

international legal standards, despite facing the challenge of overcrowding.  

  

Keywords: Overcrowding, prisoners' human rights, Women's Correctional Institution, 

correctional facilities  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

  

A. Latar Belakang  

Pembinaan narapidana di Indonesia memang memiliki sejarah yang panjang dan kini 

mengalami berbagai evolusi seiring dengan perubahan era dan pemikiran tentang 

penegakan hukum serta rehabilitasi sosial, di mulai sejak jaman Pemerintahan Kolonial 

Belanda sistem pemasyarakatan lebih berfokus pada aspek hukuman dan pembalasan, 

sebagaimana diatur dalam Ordonasi tanggal 10 Desember 1917 No.708 yang di kenal 

dengan sebutan Gestichten Reglement. Dalam sistem ini, penjara berfungsi lebih 

sebagai tempat untuk menahan dan menghukum narapidana, tanpa mempertimbangkan 

aspek rehabilitasi atau reintegrasi ke masyarakat. pola ini dijaga hingga tahun 1963. 

Pola ini mengalami inovasi sejak di kenal nya siste pemasyarakatan yang diselaraskan 

dengan visi dan misi lembaga itu untuk mempersiapkan para narapidana kembali ke 

masyarakat.1  

Salah satu aspek penting dari konsep negara yang berdasarkan hukum terdapat 

pemenuhan terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam negara hukum, 

hukum tidak hanya berperan sebagai instrumen untuk mengatur tingkah laku
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masyarakat, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak individu dan tujuan dari 

negara hukum ialah adanya kemajuan dalam kesejahteraan warga negara.1  

Negara hukum adalah negara yang berfundamentalkan hukum dan dapat 

memastikan adanya rasa keadilan dalam negara hukum, semua individu dan lembaga, 

termasuk penguasa, terikat oleh hukum yang berlaku. Tujuan dari hal ini adalah untuk 

memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Rasa 

keadilan dapat tercermin dalam tindakan para pemimpin dalam menjaga stabilitas dan 

ketentraman yang berarti pemimpin tersebut berlandaskan hukum.2  

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum sesuai ketentuan yang 

diamanatkan dalam konstitus yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah 

Negara Hukum”. Sebagai Negara Hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk 

menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia dalam setiap kebijakan dan 

tindakan penyelenggara negara. Perlindungan HAM harus menjadi bagian integral dari 

semua aspek pemerintahan, mulai dari pembuatan kebijakan hingga pelaksanaan 

hukum. Hal ini mencakup perlindungan yang diatur dalam berbagai instrumen hukum 

nasional dan internasional. Dengan menempatkan hukum di atas segala kepentingan, 

negara dapat menciptakan lingkungan yang adil, transparan, dan akuntabel, di mana 

setiap individu dapat menikmati hak-haknya dan berkontribusi pada pembangunan  

  

 
1  K. Aswandi, B., & Roisah, “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya 

Dengan Hak Asasi Manusia (HAM).,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, I, no. 1 (2019): hal. 

128145.  
2 I. Ferizal, “Reorientasi Kedudukan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Dalam 

Kaitannya Dengan Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Islam Dan Barat.,” Jurnal Perundang 

Undangan Dan Hukum Pidana Islam, I, no. 2 (2016): hal. 40-59.  
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masyarakat. Hukum dalam konteks ini, berfungsi sebagai fondasi untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang lebih besar, termasuk kesejahteraan dan keadilan sosial.   

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  adalah 

instrumen yang krusial untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi 

manusia di Indonesia. Undang-Undang ini menjamin berbagai hak, termasuk hakhak 

sipil, ekonomi, serta sosial dan budaya, yang juga meliputi pengakuan terhadap hak-

hak kelompok tertentu seperti anak-anak, perempuan, dan masyarakat adat, tanpa 

adanya diskriminasi berdasarkan ras, etnis, agama, maupun status sosial. 

UndangUndang ini juga mengakui hak-hak alami (Natural rights) sebagai hak yang 

melekat pada setiap individu. Selain itu, undang-undang ini mengimplementasikan 

prinsipprinsip yang ada dalam instrumen hak asasi manusia internasional dan mengatur 

pembentukan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan HAM serta 

pembentukan peradilan HAM, Sehingga individu dapat merasa aman dan terlindungi 

dari pelanggaran hak-hak mereka.3  

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir. 

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak ini merupakan tanggung jawab 

bersama, baik dari negara maupun masyarakat. Dengan memahami dan menghargai 

hak asasi manusia. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih  

  

 
3 MA Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos dan M.Si Astika Ummy Athahira, S.STP, “Hak Asasi 

Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)” (CV. Sketsa Media, 2022), hal.  

28.  
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adil, setara, dan beradab. 4  Dalam Kamus Hukum, Narapidana diartikan sebagai 

individu yang sedang menjalani hukuman atau pidana di Lembaga Pemasyarakatan. 

Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana menjadi aspek yang 

sangat krusial dalam sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan mempunyai 

tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dipenuhi, 

sehingga narapidana dapat menjalani masa hukuman mereka dengan martabat dan 

kesempatan untuk rehabilitasi. Dengan pendekatan yang berfokus pada perlindungan 

HAM, diharapkan narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan 

berkontribusi positif setelah menyelesaikan hukuman mereka.5  

Selain itu, Indonesia telah mengambil langkah penting dalam pemenuhan hak 

asasi manusia (HAM) bagi narapidana dengan meratifikasi Standar Minimum Rules  

(SMR) atau yang dikenal sebagai "Nelson Mandela Rules". Dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pasal 9 mengatur tentang hak-hak 

narapidana yang harus dipenuhi, termasuk hak atas perlakuan yang manusiawi, hak 

untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk beribadah, dan hak untuk berkomunikasi 

dengan keluarga. Pentingnya pemenuhan hak-hak ini adalah untuk memastikan bahwa 

meskipun seseorang telah dirampas kemerdekaannya, mereka tetap diperlakukan 

dengan martabat dan hak asasi yang layak. Hal ini juga bertujuan untuk revitalisasi dan  

  

 
4  R Arifin, R., Rasdi, R., & Alkadri, “Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum Dan 

Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalime Dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia.,” 

Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY, 26, no. 1 (2018): hal. 17, https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6612.  
5 F. P. Kusuma, “Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam 

Sistem Pemasyarakatan,” Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, 2, no. 2 (2017): hal. 

102-109.  
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integrasi kembali narapidana ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman mereka, 

sehingga mereka dapat kembali berintegrasi sebagai anggota masyarakat yang  

produktif.6   

Dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah 

ditegaskan bahwa prinsip persamaan aturan di hadapan hukum, yang menimbulkan 

sebuah konsekuensi dalam pemenuhan hak warga negara tidak membolehkan adanya 

disriminatif terhadap pelaksanaannya. Pemenuhan hak-hak warga negara harus 

dilakukan secara adil dan merata, tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, 

atau status sosial. Ini mengindikasikan bahwa semua warga negara berhak 

mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan akses yang setara terhadap 

layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.7   

Bangkok Rules (United Nations Rules, 2010) mengandung kaidah-kaidah 

kesetaraan gender dan hak asasi manusia yang menjadi landasan dalam sistem hukum 

internasional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2022 tentang 

Pemasyarakatan, yang meliputi elemen-elemen krusial seperti pelayanan, pembinaan, 

pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan observasi dalam sistem 

pemasyarakatan. Undang-Undang ini juga menegaskan pentingnya penghormatan,  

  

 
6 F. F. Wowiling, “Pemenuhan Hak Narapidana Lapas kelas IIA Manado berdasarkan pasal 14 

UU NO. 12 TAHUN 1995 ditinjau dari Perspektif HAM.,” Lex Privatum, V (2017): hal. 90-97.  
7 J. Simamora, “Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Jurnal Dinamika Hukum, 14, no. 3 (2014): hal. 547-561.  
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perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak-hak narapidana 

perempuan.8  

Overcrowding merujuk pada kondisi krisis yang disebabkan oleh jumlah 

penghuni lapas yang terlalu banyak. Situasi overcrowding kondisi yang terjadi di 

lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia saat ini perlu mendapatkan 

perhatian serius dari pemerintah. Kondisi ini mengakibatkan berbagai dampak negatif, 

baik bagi individu yang mengalaminya, seperti ketidakmampuan untuk memenuhi 

hakhak dasar para tahanan atau narapidana beserta keluarganya, maupun bagi lembaga 

negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan pemasyarakatan. Masalah 

overcrowding ini sudah berlangsung bertahun-tahun di Indonesia, namun hingga kini 

belum ditemukan solusi yang efektif untuk menanganinya.9   

Di Indonesia dimana secara regulasi dan implementasi sudah menerapkan 

tatanan Pemasyarakatan yaitu terjadinya permasalahan Overcrowding serta pembinaan 

yang tidak optimal dalam lingkungan Pemasyarakatan ini, berdasarkan Latar belakang 

diataslah timbul berbagai isu terkait hak-hak narapidana yang sering kali terabaikan 

dan tidak memenuhi strandart Internasional maupun instrument Hukum Nasional. 

Sebagai respons teerhadap situasi ini, konsep CBC diperkenalkan untuk mengatasi dan 

menanggulangi isu-isu seperti efek kepenjaraan terhadap proses pembinaan serta  

  

 
8 Restu Sugestiawan Sembiring dan Mitro Subroto, “Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan: 

Implementasi Bangkok Rules dalam Lembaga Pemasyarakatan,” Jurnal Intelektualita: Keislaman, 

Sosial, dan Sains 12, no. 02 (2023): hal. 153-156.  
9 Rully Novian et al., “Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan 

Penyelesaiannya,” ed. oleh Zainal Abidin dan Anggara (Jl. Attahiriyah No. 29, Pejaten Barat, Pasar 

Minggu Jakarta Selatan 12510: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018), hal. 4.  
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kepadatan penghuni yang mempengaruhi hak-hak dasar para Tahanan atau Narapidana 

guna menyokong sistem pemasyarakatan, terutama sesuai dengan UU No. 22 Tahun 

2022 Tentang Pemasyarakatan.10   

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 

9 mengatur hak-hak yang dimiliki oleh Narapidana yang meliputi sebagai berikut:  

1. Hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau keyakinan 

yang dianut;  

2. Hak untuk mendapatkan perawatan jasmani dan rohani;  

3. Hak atas pendidikan, pengajaran, serta kegiatan rekreasi, serta peluang 

untuk mengembangkan potensi diri;  

4. Hak untuk mendapatkan layanan  kesehatan dan makanan yang 

memenuhi kebutuhan gizi;  

5. Hak untuk mengakses informasi;  

6. Hak untuk menerima penyuluhan hukum  dan bantuan hukum;  

7. Hak untuk mengajukan pengaduan atau keluhan;  

8. Hak untuk memperoleh bahan bacaan serta mengikuti siaran media 

massa yang tidak dilarang;  

  

 
10  Ahmad Agung Raharjo dan Mitro Subroto, “Pembinaan dan Overcrowded di Lembaga 

Pemasyarakatan,” Widya Yuridika: Jurnal Hukum 5, no. 2 (2022): hal. 402.  
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9. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan 

penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, serta segala bentuk yang 

dapat membahayakan fisik dan mental;  

10. Hak untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau  

kompensasi dari hasil bekerja;  

11. Hak untuk menerima pelayanan sosial; serta hak untuk menerima atau 

menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan 

masyarakat.  

Belakangan ini, evolusi di lembaga pemasyarakatan menghadapi berbagai 

permasalahan, salah satunya adalah kepadatan penghuni narapidana. Di Indonesia, 

banyak lembaga pemasyarakatan yang mengalami ketidakseimbangan antara jumlah 

penghuni dan kapasitas maksimal yang dapat ditampung. Kepadatan ini disebabkan 

oleh beberapa faktor, namun salah satu yang perlu mendapat perhatian serius adalah 

sistem pemidanaan yang diterapkan. Selain itu, meskipun peningkatan kriminalitas 

menjadi salah satu penyebabnya, dampak dari sistem pemidanaan itu sendiri juga 

berkontribusi terhadap terjadinya kepadatan di lembaga pemasyarakatan.11  

Terjadinya overcrowding di lapas palembang ini menyebabkan banyak 

menimbulkan permasalahan dan dampak bagi narapidana seperti Sulitnya menerapkan 

protokol kesehatan, Kualitas dan fasilitas yang didapatkan narapidana berkurang dan  

  

 
11 Pandu Wiratama Danumulya, “Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Bidang Pemasyarakatan  

Sebagai Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan,” NUSANTARA:  

Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 2 (2021): hal. 101.  
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Sulitnya pengawasan, perawatan, dan evakuasi lapas yang dimana para narapidana di 

lapas perempuan tidak sepenuhnya mendapatkan hak mereka sebagaimana semestinya. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukaan penelitian  

yang  berjudul  “PEMENUHAN  HAK  ASASI  NARAPIDANA  AKIBAT  

OVERCROWDING DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DI  

KOTA  PALEMBANG”  

  

  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan secara jelas di atas maka 

rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:  

a. Apakah kebutuhan Narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan 

palembang sudah terpenuhi?  

Bagaimanakah tanggung jawab Negara dalam menjamin Hak Asasi 

Narapidana di Lapas Perempuan yang mengalami Overcrowding 

menurut Hukum Nasional di Inndonesia?  

  

  Ruang Lingkup  

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan di Kota Palembang pada tahun 2024. Dari perspektif ilmiah, ruang lingkup 

skripsi ini difokuskan pada hukum pidana yaitu, khususnya kebijakan dalam penerapan 

hukum pidana. Kajian mengenai penerapan hukum pidana ini lebih diarahkan untuk 

mencari alternatif dalam mengurangi kepadatan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan  

Perempuan di Kota Palembang.  

  

  Tujuan dan Manfaat Penelitian  
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1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pembahasan masalah secara singkat diatas, tujuan  

penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui  dan menjelaskan Apakah kebutuhan 

Narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan palembang 

sudah terpenuhi ?  

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab Negara 

dalam menjamin Hak Asasi Narapidana di Lapas Perempuan 

yang mengalami Overcrowding menurut Hukum Nasional di  

Indonesia ?   

2. Manfaat Penelitian  

Adapun kegunaan dari penelitian ini terdiri dari:  

a. Secara Teoritis  

Penelilitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu 

pengetahuan penulis dan memberikan informasi dalam rangka  

 pemenuhan  Hak  Asasi  Narapidana  di  Lembaga  

Permasyarakatan Perempuan khususnya dibidang kajian hukum 

pidana, penelitian ini juga dapat dijadikan acuan atau sumber 

referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan 

dengan masalahan tersebut.  

b. Secara Praktis  
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan masukan 

bagi masyarakat dan khusus nya bagi penulis sendiri terkait 

pemenuhan Hak Asasi Narapidana di Lapas perempuan. Selain itu, 

penelitian ini ditujukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi 

pendidikan ilmu hukum dalam rangka memperoleh  gelar 

 sarjana  hukum  pada  Universitas  

Muhammadiyah Palembang.  

  

  Kerangka Konseptual  

Hak  adalah elemen normatif  yang terikat pada setiap  individu dan dalam 

praktiknya  terkait dengan cakupan  hak  persamaan  serta  hak  kebebasan  yang 

berhubungan dengan interaksi antara  individu  atau  lembaga. Hak Asasi Manusia 

merupakan  hak  fundamental  yang dimiliki  oleh setiap orang sejak kelahirannya.  

HAM  dapat didefinisikan  sebagai  hak yang  melekat  pada  sifat dasar  manusia 

sebagai makhluk yang terlahir dengan martabat dan kebebasan.12    

Hak asasi narapidana adalah seperangkat hak yang dimiliki narapida selama 

menjalani hukuman di lembaga pemasyrakatan. Menurut Pasal 10 ayat (1) UU  

Pemasyarakatan, hak-hak narapidana yaitu:  

1. remisi;   

2. asimilasi;   

  
3. cuti untuk mengunjungi atau dikunjungi oleh keluarga;   

 
12  Susani Triwahyuningsih, “Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di 

Indonesia,” J U R N A L H U K U M LEGAL STANDING 2, no. 2 (2018): hal. 113.  
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4. cuti bersyarat;  

5. cuti menjelang pembebasan;   

6. pembebasan bersyarat; dan  

7. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Overcrowding merupakan kelebihan kapasitas yang terjadi karena kuantitas 

tahanan tidak sebanding dengan infrastruktur Lapas, sehigga overcrowding dapat 

menimbulkan permasalahan lainnya. Salah satu dampak dari kelebihan kapasitas ini 

ialah narapidana/napi yang dapat kabur atau melarikan diri dari lapas.13    

Situasi kepadatan berlebih ini dapat menimbulkan sejumlah dampak pada 

layanan serta pemenuhan hak dan kewajiban para warga binaan pemasyarakatan. Selain 

itu, kondisi overcrowded juga berpontensi menimbulkan gangguan keamanan, 

termasuk kerusuhan di antara sesama warga binaan ataupun warga binaan dengan 

petugas rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan.14  

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan fasilitas yang digunakan untuk 

melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana serta anak didik 

pemasyarakatan di Indonesia. Penghuni Lapas terdiri dari narapidana yang telah  

  

 
13  Nada Alifia, “Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Pontianak,” Jurnal online 

mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura 6, no. 2 (2018): hal. 258.  
14 Teuku Afrizal. Elma Azizah, Augustin Rina Herawati, “Implementasi Kebijakan Penanganan 

Overcrwoded di Rumah Tahanan Kelas II B Siak Sri Indrapura (STUDI KASUS PERMENKUMHAM 

NOMOR 11 TAHUN 2017),” Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Diponegoro, 2017, hal. 3.  
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dijatuhi hukuman oleh pengadilan dan memiliki status hukum tetap (berdasarkan UU 

Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 16 Tahun 2003 Tentang Pemasyarakatan). Sementara 

itu, Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab dalam proses pembinaan di Lapas 

disebut sebagai petugas pemasyarakatan yang sebelumnya dikenal dengan sebutan 

sipir penjara.15  

  

  

  Review Studi Terdahulu yang Relevan  

Penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki korelasi dengan beberapa 

studi terdahulu yang membahas tentang pemenuhan hak-hak asasi narapidana di 

lembaga pemasyarakatan.  Berikut terdapat beberapa studi tersebut:  

No.  Judul  Nama  

Peneliti  

Tahun  Hasil Penelitian  

1  Jurnal Hukum:  

Pemenuhan Hak-Hak  

Khusus Narapidana  

Perempuan (Studi Pada  

Lembaga   

Pemasyarakatan  

Perempuan Kelas Iii  

Ternate)  

  

Anshar,  

Syawal  

Abdulajid  

2021  Secara umum, pemenuhan 

hak-hak khusus bagi 

narapidana perempuan di 

Lapas Perempuan Kelas III 

Ternate masih belum 

optimal. Berbagai kondisi 

yang dialami oleh 

narapidana perempuan, 

seperti menstruasi, 

kehamilan, persalinan, dan 

menyusui, belum 

mendapatkan perhatian 

yang memadai dari petugas 

Lapas. Beberapa faktor 

yang memengaruhi situasi 

ini antara lain: ketiadaan 

peraturan hukum yang 

secara khusus mengatur  

  

 
15 Nada Alifia, “Lembaga Permasyarakatan Perempuan kelas II A Pontianak,” Jurnal online 

mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura 6, no. 2 (2018): hal. 257.  
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    standar pemenuhan hakhak 

tersebut. khusus bagi 

narapidana perempuan, 

keterbatasan fasilitas yang 

ada, serta kurangnya 

pemahaman petugas Lapas 

mengenai nilai-nilai hak 

asasi manusia, terutama 

yang berkaitan dengan 

pemenuhan hak perempuan 

dari sudut pandang  

gender.16  

2.  Jurnal Hukum:  

Overcrowding Lembaga  

Pemasyarakatan (Lapas)  

Dalam System  

Pemidanaan Di  

Indonesia  

  

Satria  

Nenda Eka  

Saputra &  

Muridah  

Isnawati  

2022  Sistem pemasyarakatan 

adalah suatu sistem 

pembinaan bagi pelanggar 

hukum yang bertujuan 

untuk menciptakan 

keadilan, tidak hanya 

berfokus pada 

perlindungan kepentingan 

masyarakat, tetapi juga 

mempertimbangkan 

perlindungan terhadap 

kepentingan terpidana 

sebagai bagian dari 

masyarakat. Sistem ini 

dirancang untuk 

memastikan bahwa 

pelaksanaan pidana penjara 

menghormati dan 

menghargai hak-hak setiap  

Warga  Binaan  

Pemasyarakatan sebagai 

manusia ciptaan Tuhan 

Yang Maha Esa yang 

memiliki  hak  

kemanusiaan.18   

  

 
16  Syawal Abdulajid Anshar, “Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi 

Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iii Ternate),” Jurisprudentie 8, No. 1 (2021). 18 Satria 

Nenda Eka Saputra & Muridah Isnawati, “Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam 

System Pemidanaan Di Indonesia,” Pagaruyuang Law Journal 6, No. 1 (2022).  



15 

 

 

3.  Jurnal Hukum: Upaya  

Regulatif Pemenuhan  

Hak-Hak Narapidana  

Pada Sistem  

Pemasyarakatan di  

Indonesia  

Hanafi  2023  Sistem Pemasyarakatan di 

Indonesia dianggap belum 

efektif dalam membina 

narapidana dan masih 

mempertahankan 

praktikpraktik yang 

bersifat kolonial, yang  

dapat dianggap sebagai 

pelanggaran terhadap hak 

asasi manusia. Oleh karena 

itu, keberadaan 

UndangUndang Nomor 12 

Tahun  

1995  tentang  

Pemasyarakatan dan 

Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia (HAM) 

sangat penting untuk 

memberikan perlindungan 

hukum serta memastikan 

pemenuhan hak-hak  

narapidana. Kedua 

undangundang ini 

memiliki peran yang 

signifikan dalam 

melindungi narapidana 

dalam  sistem 

pemasyarakatan di 

Indonesia, dengan 

mengakomodasi 

kepentingan perlindungan 

hukum dan hak-hak 

narapidana sesuai dengan 

amanat konstitusi yang 

menjamin hak atas 

pengakuan, perlindungan, 

kepastian hukum yang adil, 

dan perlakuan yang setara 

di depan hukum.17   

 
17 Hanafi, “Upaya Regulatif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan Di 

Indonesia,” Al’ Adl 15, No. 2 (2023).  
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Tabel 1.1 Studi kasus yang relevan  

  
Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan tiga studi terdahulu pada tabel di 

atas terdapat perbedaan yang mendasar antara studi tersebut dengan penelitian yang 

dilakukan penulis yaitu:  

a. Penelitian yang dilakukan oleh Anshar, Syawal Abdulajid yang berjudul 

“Pemenuhan Hak-Hak khusus Narapidana Perempuan (Studi pada 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas III Ternate)”. Penelitian ini 

berfokus pada Pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di Lapas 

Perempuan Kelas III Ternate masih belum optimal atau secara umum 

masih belum terpenuhi dengan baik. Beberapa kondisi khusus yang 

dihadapi narapidana perempuan, seperti saat menstruasi, kehamilan, 

melahirkan, atau menyusui. belum mendapatkan perhatian khusus yang 

cukup dari petugas di Lapas tersebut, sedangkan penelitian yang 

dilakukan peniliti ini yaitu lebih berfokus tentang bagaimana tanggung 

jawab negara dalam menjamin  

Hak Asasi Narapidana di Lapas Perempuan yang mengalami 

Overcrwoding menurut hukum Internasional di Indonesia.   

b. Penelitian yang dilakukan oleh Satria Nenda Eka Saputra & Muridah 

Isnawati yang berjudul “Overcrowding Lembaga Permasyarakatan 

(LAPAS) dalam system pemidanaan di Indonesia” menganalisis tentang 

bagaimana kebijakan system pemidanaan di Indonesia merupakan 

proses pemberian hukuman atau sanksi bagi pelaku yang telah 
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melakukan tindak pidana. Jadi, pemidanaan ataupun penghukuman 

adalah tahap dimana hakim menetapkan/menjatuhkan hukuman yang 

dijatuhkan kepada pelaku. Tujuan utama dari pemidanaan, Selain 

sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku 

ialah untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta menjadi contoh 

bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa, sedangkan 

penelitian yang dilakukan peniliti ini ialah  

 lebih  mengacu  kepada  kebutuhan  narapidana  di  Lembaga  

Permasyarakatan Perempuan sudah terpenuhi atau belum.  

c. Penelitian yang dilakukan oleh Hanafi yang berjudul “Upaya Regulatif  

Hak-Hak Narapidana pada sistem Permasyarakatan di Indonesia” 

berfokus kepada Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana 

dalam sistem Permasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan 

signifikan dibandingkan dengan sistem penjara sebelumnya. Sebelum 

adanya sistem pemasyarakatan, narapidana diperlakukan di penjara 

yang lebih mengutamakan unsur balas dendam, dengan pendekatan 

yang cenderung keras dan kasar. Sistem kepenjaraaan tersebut lebih 

fokus pada hukuman fisik dan tidak memperhatikan aspek pemulihan 

atau pembinaan bagi narapidana, sedangkan penelitian yang dilakukan 

peniliti ini lebih berfokus kepada bagaimana cara negara memenuhi 

hak-hak asasi narapidana yang di akibatkan oleh overcrowding di 

lemabaga permasyarakatan perempuan di kota Palembang.  
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  Metode Penelitian  

Untuk memastikan penelitian ini dapat membahas permasalahan secara efektif 

digunakan metode penelitian sebagai berikut:   

1. Jenis Penelitian    

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian hukum empiris (applied law research). Pendekatan empiris 

diterapkan pada penelitian ini ditujukan untuk memahami secara fakta tentang 

peranan pemenuhan hak asasi narapidana akibat overcrowding di lembaga 

permasyarakatan perempuan dalam mengatasi terhadap pemenuhan hak-hak 

narapidana di lapas perempuan kota palembang. Sedangkan, pendekatan 

normatif ditujukan untuk mendukung hasil pendekatan empiris.  

2. Sumber Data    

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier 

sebagai berikut:  

a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung 

oleh peneliti. Data dari penelitian didapatkan dengan metode  

wawancara  langsung  terhadap  petugas  lembaga 

permasyarakatan perempuan di kota Palembang sebagai  

responden.   

b. Sumber data sekunder yaitu informasi yang didapatkan oleh 

peneliti dari buku, peraturan perundang-undangan, artikel,  



19 

 

 

jurnal ilmiah, jurnal hukum, skripsi,  yang tentu nya 

berhubungan dengan penelitian  ini.  

3. Alat Pengumpulan Data    

Agar diperoleh data yang komprehensif, metode pengumpulan data 

yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:  

a. Studi pustaka (library research)  

Dalam penulisan ini menggunakan data sekunder yaitu data 

pokok yang mencakup pengumpulan informasi utama melalui 

pembacaan, penelaahan, dan pengutipan dari berbagai literatur, 

serta analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan topik yang dibahas.   

b. Studi lapangan (field research)  

Dilaksanakan dengan kegiatan wawancara (interview) dengan 

adanya tanya jawab secara langsung kepada pegawai Lembaga 

Permasyarakatan Perempuan di Kota Palembang agar dapat 

dijadikan sebagai data penunjang dalam penelitian ini.   

4. Analisa Data  

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kualitatif untuk menganalisis data. Setelah data, baik primer maupun 

sekunder, berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan 

data sesuai dengan jenisnya dan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari 

wawancara akan dijelaskan oleh penulis dalam bentuk kalimat. Selanjutnya, 

analisis dilakukan dengan membandingkan temuan tersebut dengan teori-teori 
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yang terdapat dalam literatur, peraturan hukum, serta pendapat para ahli yang 

relevan. Prose penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yakni 

penarikan kesimpulan dari sumber data  yang bersifat umum ke arah sumber 

data yang lebih bersifat khusus (spesifik).  

  

  Sistematika Penelitian  

Sistematika penulisan Skripsi ini terbagi menjadi empat bab yang di jelaskan 

sebagai berikut:  

BAB I merupakan bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan 

masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, 

review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika 

penelitian.  

BAB II merupakan bab yang berisi tentang tinjauan pustaka yang berkaitan 

tentang tinjauan umum mengenai pemenuhan hak-hak narapidana, tinjauan 

umum mengenai Overcrowding, tinjauan umum mengenai pembinaan dalam 

sistem pemasyarakatan, dan tinjauan umum mengenai Lembaga  

Permasyarakatan.  

BAB III merupakan bab yang berisi tentang pembahasan permasalahan 

mengenai pemenuhan hak asasi narapidana akibat overcrowding di lembaga 

permasyarakatan perempuan di kota Palembang.  

BAB IV merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran.  
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